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ABSTRAK 

 

Perlindungan nasabah sebagai konsumen merupakan tantangan perbankan 

yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh 

karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank 

Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan 

kepada nasabah. Upaya perlindungan konsumen. dengan adanya Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, terutama terkait Pasal 3, bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemampuan dan memandirikan konsumen untuk melindungi diri, serta 

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari 

akses negatif pemakai produk dan jasa.Permasalahandalampenelitianini, Pertama, 

Mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kehatih-hatian hilangnya dana 

pemkot karena adanya perubahan dari jasa giro kepada deposito. Kedua, 

mengetahui apakah bank BPTN bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi 

kepada Pemkot. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis empiris.Wawancara langsung ini dilakukan dengan metode 

bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan akan 

tetapi masih ditambah variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi 

dan situasi pada saat melakukan wawancara. Metode Pengumpulan data ini 

dilakukan dengan wawancara langsung kepada Polrestabes Semarang Bagian 

Reskrim. 

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan 

melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang 

bersifat actual (actual loss) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian 

yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, 

baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal 

konkret yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari 

pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-

kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya 

perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan 

tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau 

elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah 

didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa 

mendatang dan akan terjadi secara nyata. 

Sehingga dalam permasalahan gugatan Pemerintah Kota Semarang kepada 

BTPN harus dilihat terlebih dahulu hubungan hukum apa yang terjadi atau pernah 

terjadi antara pihak penggugat dan tergugat. Lalu perbuatan apa yang dilakukan 

oleh tergugat dan/atau perbuatan apa yang tidak dilakukan oleh tergugat. 

Sehingga perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan menimbulkan kerugian 

bagi pihak penggugat. 
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